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Tidak Boleh Konsultasi Dulu ke DPR

DENGAN terpilihnya Arsul
Sani yang pernah duduk di
Komisi 11l untuk menjabat
hakim MK apakah tidak terli-
hatadakonflik kepentingan?

Ada tidaknya konflik ke-
pentingan perlu dibukukan
lehih jauh. Namun, dengan
terpilimya Pak Arsul yang
merupakan anggata PR, lehih
khusus Kamisi 1T yang juga
melakukan fit and proper test
pada calon hakim MK yang
diajukan DPR, ddak menafikan
dugaan publik hahwa kanflik
kepentingan potensial terjadl,

Apa kekhawatiran jika orang
yang dekat dengan parlemen
menjadi hakim MK?
Kekhawatiran jika ada
kansesi fertenfu saat pemi-
lihan yang bersangkutan de-
ngan NPR yang kemudian
mengganggu implementast
fungsi sehagai hakim, Saya

berharap apa vang dikha-
watirkan tidak terjadi karena
kinerja VIK, termasuk hakim
akan diawasi publik.

Dalam uji kelayakan, salah
seorang anggota Komisi 111
NPR sempat melayangkan
PEFtanyaan yang meng-
isyaratkan ‘hakim MK (per-
wakilan TIPR) harus berkon-
sultasi ke DPR sebelum meng-
ambil putusan’, Tidakkah itu
menyandeta independensi
hakim MK?

Menurut saya, hakim ME
tidak boleh herkonsultasi de-
ngan DPR schelum mengam
bil putusan. 1lal itu tidak
saja menyandera asas
utama indepen-
densi dan impar-
sialitas dalam ra-
nah kekuasaan
yudikadf, juga
MeEngganggu

prinsip checks and balances
sebagai hal pokek dalam ne
gars demokrasi konstitusional,
termasuk Tndnnesia.

Dapat disimpulkan hahwa
sikap independensi menjadi

tantangan untuk Arsul?
Tantangannya, yaitu ke-
mauan dan kesungguhan un-
fik menjamin independensi
dan imparsial dalam men-
jalankan fungsi sehagai hakim
di MK, Meski diajukan DIB,
ketika menjadi bagian dari
MK, vang bevsanghutan bukan
lagi anggota DFR dan hahkan
representasi partai politik,

Apa pesan untuk Pak Arsul?
Berharap Pak Arsul men

jalankan tugas selayaknya

hakim kenstirusl yang ideal,

yaitu independen, imparsial,

profesional, serta berintegri
tas, (RifP-2)
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